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BAB1

PENDAHULUAN

Aset daerah dapat diperoleh atas beban APBD dan aset yang
‘berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi aset yang diperoleh dari
hibah/sumbangan atau yang sejenis, aset yang diperoleh sebagai
pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, aset yang diperoleh berdasarkan

ketentuan undang-undang, aset yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap.




Pemerintah daerah dituntut mampu memanfaatkan potensi aset
tanah untuk kepentingan publik dalam rangka pengelolaan aset tanah

Kedua, legal audit merupakan satu lingkup kerja pengelolaan
assel yang berupa inventarisasi status penguasaan asset, sistem dan

prosedur penguasaan atau pengalihan asset, identifikasi dan mencari
solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai
permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan
assel. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak




penguasaan yang lemah, asset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan
asset yang tidak termonitor.

Ketiga, penilaian asset merupakan suatu proses kerja untuk
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Sedangkan asset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari
faktor penyebabnya, Apakah faktor permasalahn legal. fisik, nilai
ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan
ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk
mengoptimalkan asset yang dikuasai.




Kelima, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan
pengalihan asset merupakan satu permasalahan vyang sering menjadi
hujatan kepada Pemerintah Daerah saat ini. Satu sarana yang efektif
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan adalah
pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/optimalisasi barang milik daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tidak dilakukan pengelolaan
aset daerah dengan baik oleh pemrintah daerah Kabupaten Enrekang
dapat memunculkan masalah seperti aset daerah berupa tanah yang




dikuasai oleh masyarakat disebabkan tanah tersebut tidak dikelola dengan
baik oleh bagian pengelolaan assetdaerah Kabupaten Enrekang tidak
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pengaturan dalam peraturan yang semestinya untuk ditindak lanjuti
pengaturan melalui produk hukum daerah untuk dapat diterapkan dalam
mengatur, mengurus dan mengelola aset-aset dari pemerintah yang

Pasal 27 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menyebutkan bahwa
Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus Barang Milik Daerah




setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku
induk inventaris beserta rekapitulasi Barang Milik Pemerintah Daerah.
Dengan demikian kegiatan pena
hanya terditi dari pembukian, i

1 Barang Milik Daerah tidak
i dan pelaporan saja tetapi

bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik
Daerah menurut pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 yakni “barang milik daerah yang diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan barang milik

daerah berasal dari perolehan lainnya yang sah™.




Salah satu masalah pemrintah daerah dalam pengelolaan aset
tanah daerah adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian aset.

Kondisi ini jelas menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk
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meningkatkan efektivitas Pemerintah dalam Pengelolaan aset tanah daerah
di Kabupaten Enrekang. Mengingat pentingnya pengelolaan aset tanah
daerah sebagaimana diuraikan diatas yang berpotensi menimbulkan
masalah dimasa akan datang apabila pendataan atau pencatatan aset tidak

dilakukan dengan semestinya. Mengingat tujuan pengelolaan kekayaan
Negara/daerah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.




Dalam hal ini, peneliti berniat untuk meneliti tentang

“Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten Enrekang.”
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Enrekang apakah sudah berjalan sesuai prosedur atau belum

2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan pertimbangan kedepan kepada masyarakat agar lebih
mengetahui pentingnya Pengelolaan Aset Tanah Daerah Di Kabupaten
Enrekang




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini

sebagai berikut :

NO.

Hasil Penelitian

Peneliti

Tahun
Peneliti

1.

Dilatar belakanyi  ketidaktertiban
dalam ~ pelaksanaan | prosedur
penatausahaan aset/ barang daerah

vang meliputi pembukuan, inventaris |

dan pelaporan, hal ini menyebabkan
pemerintali daerah kesulitan untuk
mengetahui secara pasti aset yang
dikuasai/ dikelolanya, sehingga aset-
aset yang dikulolah pemerintah
daerah cenderung tidak  optimal
dalam penggundannya.

Rasyidah (2012)
“Evaluasi
Periatamabissi
Aset Tetap
Pemerintahan Kota
Padang”

2012

Berdasarkan  Pemendagri no 17
tahun 2007, tentang pedoman teknis
pengelolaan birang milik dacrah,
pelaksanaan  tata  usahan  dan
akuntansi aset tetap pada DPKA
kota padang belum ' efektif
dilaksanakan, dikarenakan masih
banyaknya kendala dalam
penatausahaan  tersebut,  vaitu
keterbatasan data pendukung aset
tetap dan keterbatasan sumber daya
manusia

Fairoza Hilma KH
(2013) dengan
judul “Analisis
Analisis
Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Akuntansi Aset
Tetap Pada DPKA
Kota Padang

2013

Manajemen aset daeah di akantor
dinas pendapatan dan pengelolaan

Hestria Nivia Yanti
Stama (2013) =

keuangan dan aset daerah Manjemen Aset

(DPPKAD) belum optimal dalam Daerah Studi Pada

rangka pengelolaan aset daerah di Dinas Pendapatan

kabupaten tana toraja. Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Tana
Toraja *

2013




10

4. | Dilatarbelakangi oleh belum Fasiha (2010) UIN | 2010
terinfentarisnya aset daerah (barang | SUSKA RIAU *
milik daerah) dengan baik sesuai Analisis

dengan peraturan yang berlaku pada | Pengelolaan Aset
.kementnan atau lcmbaga Negnm D&crah Pada
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b. Nilai komersial dan
c. Nilai tukar yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun
individu (perorangan)

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercangkup
dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi,
badan usaha atau individu perorangan.




Berdasarkn undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang dimaksud
barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah
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Aset Tanah Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965
pasal satu, hak penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam
peraturan pemerintah No.8 tahun 1953 yang diberikan kepada departemen-
departemen, director-direktor,  dan daerah-daerah sementara sebelum
berlakunnya peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya dipergunakan
untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi menjadi hak pakai,

sebagai maksud dalam undang-undang pokok agraria yang berlangsung
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selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang
bersangkutan. Pengelolaan Hak atas tanah dalam undang-undang no. 19 tahun
2016 :
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Pinjam pakai dilakukan dengan pertimbangan:
a. Mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan

penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang
b. Menunjang pelaksanaan penyelengaraan pemerintah daerah
¢. Pinjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek pinjam
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pakai Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5
tahun dan dapat diperpanjang 1 kali.
3) KSP

PAMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 pengamanan fisik tanah
dilakukan dengan antara Jain:

1) Memasang tenda letak tanah dengan membangun pagar batas

2) Memasang tanda kepemilikan tanah, dan

3) Melakukan penjagaan.
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3. Manajemen Aset Daerah
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber laiinu:mrsacamrftktifdm efisien
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| a. Perencans [‘;\AAN Dil‘ I rment) dan

b. Pengadaan meliputi cara pelaksanaanya, standar barang dan harga atau
penyunsunan spesifikasi dan sebagainya

¢. Penyimpanan dan penyaluran

d. Pengendalian
e. Pemeliharaan

f. Pengamanan

g. Pemanfaatan penggunaan
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3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan
4) Barang vang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
‘memperoleh ketentuan hukum tetap.
4. Prinsip-Prinsip Manajemen Aset Daerah
Prinsip pokok vang harus diperhartikan dalam manajemen aset daerah
adalah pemerintah daerah harus melakukan manajemen aset tersebut sejak

tahap perencanaan (penentuan anggaran modal) pada saat pembelian,




16

pemanfaatbilan. rehabilitasi. sampai pada tahap penghapusan aset. Semua
tahap tersebut harus terkomunikasi dengan baik. (Mahmudi 2010:157)

Prinsip-prinsip manajemen aset, yang harus dipenuhi pemerintah
daerah meliputi :
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Sedangkan menurut Siregar, Doli D (2002:48), kita sadari bahwa manajemen
asset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya
berkembang dan popular dilingkungan pemerintahan maupun disuatu kerja
tertib pengelolaan barang milik Negara / daerah diperlukan adanya kesamaan
persepsi da langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur - unsur yang
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terkait dalam pengelolaan barang milik Negara/ daerah, Pengelolaan barang
milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas-azas (Pangebean, 2002:36):
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harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakya
6. Azas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka
optimalisasi dan pemindahtanganan barang milik daerah serta
Tujuan dan sasaran dari manajemen asset adalah untuk mencapai
kecocokan/ kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan asset dengan
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strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien.Hal ini mencakup
seluruh siklus hingga asset sejak perencanaan dan penganggaran hingga

Mbinﬂﬂn, pengawasan dan nenEends 1

llllllll

a. Inventarisasi aset, yang terdiri atas dua aspek. yaitu inventarisasi

fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk. luas, lokasi.
volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah
status penguasaan, masalah legal vang dimiliki, batas akhir

penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah

pendataan, kodifikasi/labeling, penge]ompakkan




b. Legal audit, merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang

berupa inventarisasi suatu penguasaan aset, sistem dan prosedur
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potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi
dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang
menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional,
baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang,
Aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor
penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai
ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya.
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e. Pengawasan dan Pengendalian aset merupakan satu permasalahan
yvang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini.
Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini

efektif dan efisien. Hal ini mencakup panduan pengadaan, penggunaan dan
penghapusan aset dan pengaturan resiko dan biaya terkait selama siklus hidup
G

Menurut Siregar ada tiga tujuan utama dari manajemen atau
pengelolaan aset vaitu efisiensi pemanfaatan dan kepemilikan, terjaga nilai
ekonomis dan potensi yang dimiliki, objektivitas dalam pengawasan dan

pengendalian peruntukan serta alih penguasaan.
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Berikut ada tiga tujuan utama dari pengeloaan aset:
a. Efisiensi pemanfaatan dan kepemilikan. Pengelolaan yang membuat
mmaﬂﬂﬂpﬁmﬂim&i Atau maksimal.Aset}'angdikzlnladapaI
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atawbangunan yang diperlukan utnuk menunjang penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi penggunaan barang/kuasa pengguna barang dilakukan
oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola  barang,
Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan
teknis  dengan  memperhatikan  kepentingan  Negara/daerah  dan
kepentingan umum. Pemanfaatan pengelolaan kekayaan aset daerah meliputi:
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a. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah Pemerintah
dacrah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang

potensi yang belum dlkuasat

daerah perlu melakuke

b. . :Jv " \\\“‘l"l’// o e -7
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Pertambahan aset daerah dari tahun ketahun perlu didata dan

dinilai oleh penilai yang indenpenden. Peran profesi penilai secara aktif
dalam pengelolaan aset daerah antara lain:

a. ldentifikasi dan inventarisasi aset daerah

b. Memberi informasi mengenai status hukum harta

¢. Penilaian harta daerah baik yang berwujud maupun yang tidak berwuju




d. Analisis investasi dan set-up investasi/ atau pembiayaan

e. Pemberian jasa konsultasi manajemen aset daerah (asset management
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menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset yang tertib, akuntabel
dan transparan.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, penulis akan
menjelaskan dalam bentuk bagan kerangka pikir yang dapat dilihat

dibawah ini:
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Bagan Kerangka Pikir

PENGELOLAAN ASET TANAH DAERAH
DI KABUPATEN ENREKANG
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dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam
tinjauan pustaka. Fokus penelitian ini terdiri beberapa hal pokok yang perlu di
uraikan yaitu :

1. Evektifitas Pemerintah dalam pengelolaan aset tanah daerah oleh Badan
Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Enrekang,
2. Beberapa indikator tahapan manajemen aset.
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E. Definisi fokus penelitian
1. Manajemen aset adalah salah satu proses perencanaan dan pengawasan
terhadap barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai

ekonomi, nilai tukar dan nilai kor

: bo I8 | |Ul'1
‘/*;‘s‘hp\KAS: 4@
AR

penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk

yang ingin dijual.

5. Optimalisasi aset adalah aset-aset yang dikuasai Pemerintah Daerah yang
memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sekior unggulan yang
dapat menjadi tumpuan dalam strategi pembangunan ekonomi nasional, baik
.da!am jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Serta untuk

mengoptimalkan aset yang dikuasai.
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6. Pengawasan dan Pengendalian aset adalah satu permasalahan yang
sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Satu
ingkatkan kinerja aspek ini adalah




BABIII
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

yang mendalam lagsung dari lokasi penelitian dan memberi gambaran
secara  jelas  mengenai  masalah-masalah  yang diteliti.

27
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", Sumber Data
Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder :
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yang peneliti tentukan merupakan orang orang yang menurut peneliti
memiliki informasi yang relevan, yvang dibutuhkan dalam penelitian ini,
karena informan yang ditentukan oleh peneliti ini merupakan orang yang
berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh

peneliti.berikut ini peneliti akan jabarkan tentang informan penelitian:
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Tabrl 1.1 Data Informan

Daerah Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara, secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam
penelitian ini pada tahap wawancara peneliti menjadikan informan yang
telah ditentukan sebagai narasumber utama.
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3. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data vang digunakan
untuk menelusuri data historis. Dalam ilmu sosial data yang tersedia

berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Adapun

4¢
\\\ t"'} t//

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data
sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik
dan diverifikasi.

2. Penyajian Data, yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun
yang memberi kemungkinan dan penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan.
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3. Verifikasi, yaitu menarik kesimpulan mengenai masalah penelitian

berdasarkan penyajian data penelitian.

Makna-makna yang muncul dari data harus diamati, diuji

(2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai
waktu.

Menurut peneliti salah satu cara paling tepat untuk menguji
keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan hasil triangulasi
peneliti, metode, dan sumber data. Dengan mengacu kepada Denzin

dalam Maleong (2012:330).
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1. Triangulasi Dengan Sumber Data
Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara
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bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan

ketinggian 47 — 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah
pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah didominasi oleh bukit-
bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten
Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%.
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Gambar | Peta Administrasi Kabupaten Enrekang

hitps:petatematikindo wordpress.comd20 1 30 1807 /adminisirasi-kabupaten-enrekans

Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1962 dan Undang-Undang NIT Nomor

44 Tahun 1960 Sulawesi terpecah dan sebagai pecahannya meliputi
Administrasi Parepare vang lebih dikenal dengan nama Kabupaten Parepare

lama, di mana kewedanaan Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu

daerah di antara 5 (lima) Kewedanaan lainnya. Selanjutnya dengan




keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun

1959 Nomor 74 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi) atau

daerah Swatantra Tingkat [l A.-/\., naka Kabupaten Parepare lama
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Kabupaten Enrekang. Sehubungan dengan ditetapkannya Perda Nomor: 4, 5,
6 dan 7 tahun 2002 pada tanggal 20 Agustus 2002 tentang pembentukan 4
Kecamatan Definitif dan Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2006 tentang

pembentukan 2 kecamatan sehingga pada saat ini di Kabupaten Enrekang

telah memiliki 12 kecamatan yang defenitif, yaitu:




laki sebanyak 93.939 jiwa dan perempuan scbanyak 92.871 jiwa dengan
jumlah kepala keluarga sebanyak 43.062.
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2. Sejarah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang

Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang

n, Pengelolaan Keuangan dan

Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang adalah perangkat daerah yang
merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dengan tugas fungsi
penunjang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah. Selain itu
BPKAD Kabupaten Banyuasin juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga berperan sebagai Pejabat Pengelola
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Keuangan Daerah (PPKD) dan merangkap Bendahara Umum Daerah (BUD)

termasuk Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Enrckang. Peran ini sejalan

d. Mewujudkan aparatur yang professional




i)

4. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Enrekang

Gambar 2 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Enrekang
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5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

a. Tugas Pokok
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teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah

5) Pelaksaan bidang administrasi badan

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang
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6. Bidang yang ada di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin
oleh Sekretaris dan dibantu oleh:
1) Sub Bagian Program dan Pelaporan
Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas
membantu  Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan




penyusunan program dan pelaporan Badan. Untuk menyelenggarakan
tugas dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai
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Kepegawaian mempunyai fungsi :

a) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha badan

b) Pengelolaan barang/jasa badan

¢) Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum
d) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan

organisasi badan




e) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian badan

daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai
fungsi:

a) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa
kebijakan anggaran daerah
b) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan

anggaran PPKD dan pembiayaan




c¢) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan
anggaran pendapatan daerah
Pelaksanaan pengkoordinasid pent
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Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:

‘a) Penyiapan bahan analisa kebijakan rancangan anggaran PPKD

b) Penyiapan bahan kebijakan teknis anggaran pendapatan daerah

¢) Penyiapan bahan kebijakan teknis analisa investasi Pemerintah
Daerah

d) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kr.g_int&n



pada Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
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tugasnya.
3) Sub Bidang Anggaran Belanja
Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan




belanja daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang

Anggaran Belanja mempunyai fungsi :

a) Pengelolaan kas daerah
b) Pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai

¢) Pengelolaan anggaran PPKD
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d) Pelaksanaan monitoring. evaluasi dan penyusunan pelaporan
Bidang Perbendahara

€) Pelaksanaan fungsi lain

//J«gwg \\\
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¢) Pelaksanaan penyimpanan uang

d) Pelaksanaan analisa anggaran kas dan penyediaan dana

) Pelaksanaan pengelolaan utang daerah

f) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah




g) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub
Bidang Kas Daerah

h) Pelaksanaan fungs

d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
bidang tugasnya.
3) Sub Bidang Perbendaharan PPKD
Sub Bidang Perbendaharaan PPKD mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan
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pengelolaan anggaran PPKD. Untuk menyelenggarakan tugas
dimaksud, Sub Bidang Perbendaharaan PPKD mempunyai fungsi:

informasi pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya,

Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

a) Pengelolaan akuntansi keuangan daerah
b) Pengelolaan pelaporan keuangan daerah
¢) Pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan

insird)




d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang

Akuntansi dan Teknologi Informasi

Bidang Akuntansi
d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya.
2) Sub Bidang Pelaporan
Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan
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pengelolaan  pelaksanaan pelaporan keuangan daerah. Untuk
menyelenggarakan  tugas

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Teknologi

Informasi mempunyai fungsi:

a) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan teknologi informasi
keuangan daerah

b) Pelaksanaan penyediaan informasi keuangan daerah




<) Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub

Bidang Teknologi Informasi
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e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang
tugasnya
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Aset Daerah
dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:



1) Sub Bidang Perencanaa

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala

Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penatausahan dan
adminstrasi barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas

dimaksud, Sub Bidang Penatausahaan mempunyai fungsi:




a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan
pelaporan barang milik daeral

n teknis inventarisasi barang
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a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan barang
milik daerah

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan barang
milik daerah
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¢) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan barang

L

/ \Qg’g wP\KAS.S‘ 4'?
$ : l"’ \\\A"'!,(// ~
ey VA X\A\U,V/~

,*, uarn
Gl

/)/0 /
7/"':;\“‘\\\
AN o’
e ®

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara antara peneliti dan
narasumber di kantor BKAD Kabupaten Enrekang sebagai badan pelaksana
pengelolaan aset khusunya tanah. Dengan melakukan wawancara terhadap
beberapa narasumber yang paham akan pengelolaan aset yang dianggap dapat
memberikan informasi mengenai pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten
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Enrekang maka hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan sebagai
berikut:

1. Inventarisasi Aset

Menurut Siregar (200

T anhassy, Ty \ N
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no el
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dengan pendataan aset dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A). Pendataan
fisik dengan pengukuran ulang terhadap aset tanah yang ada serta melakukan

pengamanan secara legalitas dengan membuatkan sertifikat.

Menurut Permendagri 19 Tahun 2016, kegiatan inventarisasi disusun
dalam Buku Inventaris. Barang inventaris adalah seluruh barang vang dimiliki

atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu
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tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris. Senada dengan hasil

wawancara bersama Kepala Bidang Aset vang menyatakan bahwa:
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Perangkat Daerah (SKPD) yang lalai dalam tugasnya masing — masing.
Semua itu harus dilakukan untuk kepentingan di dalam suatu instansi dalam
mencapai tujuan yang diinginkan. Sama halnya dengan hasil wawancara
dengan Staf Sub Bidang Penatausahaan yang menyatakan bahwa:

“Invenntarisasi aset tanah tahun ini sepenuhnya belum terselesaikan
disebabkan oleh beberapa kendala baik kendala administrasi maupun
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kendala teknis di lapangan. Maka dari itu saya mengharapkan
partisipasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait khususnya
dari OPD pengguna aset tang tm‘sebut agar bisa memfasilitasi
sehingga hak atas tanah yang uadumlllu (Wawancara NI,
28 Maret 2021)

wawancara dengan Staf Sub Bidang Pelaporan yang menyatakan bahwa:

“pengadaan Aset Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kahupatm
Enrekang dilakukan berdasarkan dengan permohonan dan pengajuan
dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun tidak
semua permohonan dari pengadaan aset tanah pada masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat disetujui dan terpenuhi
semua, karena setiap permohonan dan pengajuan yang dilakukan
dilihat dan ditinjau terlebih dahulu dari aspek kebutuhan dan
anggaran.” (Wawancara A, 28 Maret 2021)




Dalam rangka kegiatan sensus barang milik daerah. setiap barang

milik daerah harus diberi kode barang yaitu Nomor Kode Lokasi. Kode
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5. Kartu Inventaris Barang (KIE
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F untuk Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

Dengan adanya pengelompokkan barang milik daerah, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang lebih mudah mengetahui aset apa
saja yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, dikarenakan

setiap aset yang dimiliki sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya




masing-masing. Sebagaimana hasil wawancara dengan Staf Sub Bidang Aset
vang menyatakan bahwa:

“kegiatan pencatatan ya //A kikan disesuaikan dengan jenisnya
terlebih dahulu, ntuk ase dikelompokkan pada KIB A yaitu

ingga’ ki sencatatan  kita pihak
dalam menyajikan data
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Data Aset Tanah di Kabupaten Enrekang yang Belum Memiliki Sertifikat Tanah

No. Nama Barang Luas (m2) Alamat
1. | Tanah Tidak Produktif an Kel. Kalosi, Kec. Alla
2. | Sawah 3.245 Desa Pana. Kec. Alla
3. | Sawah 1.228 Kel. Mataran, Kec. Anggeraja
4. | Sawah 1.190 Desa Bamba Puang, Kec. Anggeraja
5. | Sawah 2.231 Kel. Balla, Kec.Baraka
6. | Tanah Produktif 1.347 Kel. Tomenawa, Kec. Baraka
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7 | Sawah 2.730 Desa Banti, Kec. Baraka '
8. | Tanah Produktif 1.228 Desa Bone Bone, Kec. Baraka
0. | Tanah Tidak Produktif 3.900 Desa Kandenan, Kee. Baraka
10. | Tanah Bangunan Pasar 1886 Desa Cemba, Kec. Enrekang
11. | Tanah Tidak Produktif 5441 Desa Tungka, Kec. Enrekang
12. | Sawah 2431 Desa Kaluppini, Kec, Enrekang
13. | Sawah B 2312 Desa Karueng, Kec. Enrekang
14. | Sawah IS Desa Temban, Kee. Enrekang
15. | Sawah 4.937 Kel. Leoran. Koe.Enrekang
16. | Tanah Produkiif 1.347 Kcl. Lewaja, Kec. Enrekang
17 | Sawah Q730 Desa Baringin, Kee. Maiwa
18. | Tanah Produktif 1.228 Desa Batu Mila, Kec. Maiwa
19. | Tanah Tidak Produktif 3.900 Desa Kaluppang, Kec. Enrekang
20. | Tanah dan Gedung 6.886 Desa Bonto, Kec. Malus
Instansi
21. | Sawah 5443 Desa Kolai, Kec. Malua
22. | Tanahex. 6.983 Desa Ranie Mario, kec. Malua
23 |Tanahex. 3431 | Desa Batu Kede, Kec, Masalle
Bengkok/Pertanian
24. | Tanah ex. 2.987 Desa Masalle. Kec. Masaile
Bengkok/Pertaniart
25. | Sawzh 8.554 Desa Curio, Kee. Ciro
26. | Sawah 1.349 Desa Mandalan, kec. Curio
27. | Tanah Bangunan Pasar 8.904 Desa Pebaloran, kec. Curio
28, | Tanah Produktif 3330 Desa Cuno. Kee. Curio
29. | Tanah ex. 5176 Desa Bone Borne, Kec. Baraka
Bengkok/Pertanian
30. | Sawah 4.661 Kel. Kalosi, Kee. Alla
31 | Tanah Tidak Produktif 4.200 Desa Banti, Kec. Baraka N
32, | Sawah 7.800 Desa Bone Bone, Kec. Baraka
33, | Sawah 2.312 Desa Banti, Kec. Baraka
34. | Sawah 3.125 Desa Kolai, Kec. Malua
35, | Sawah 4.937 Kel, Kalosi, Kec. Alla
36, | Tanah Produktif 1.347 Desa Banti, Kec. Baraka
37 | Sawah 2.730 Desa Pana, Kec. Alla
38. | Tanah Produktif 1.228 Desa Kolai, Kec. Malua
39. | Tanah Tidak Produktif 3.900 Desa Temban, Kec. Enrekang
40. | Tanah Bangunan Pasar 3.231 Kel. Leoran, Kec.Enrekang
41. | Tanah Bangunan Pasar 8.332 Desa Tungka, Kec. Enrekang
42. | Tanah Bangunan Pasar 1.332 Desa Curio, Kec. Curio
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43 | Tanah Bangunan Pasar 7.884 Desa Curio, Kec. Curio
44. | Tanah Bangunan Pasar 5.775 Desa Bamba Puang, Kec. Anggeraja
45, | Sawah 3.331
Kel. Balla, Kec.Baraka
46. | Sawah 2.44) Desa Bamba Puang, Kec. Anggeraja
47. | Tanah Bangunan Sekolah 3.556
Kel. Balla, Kec.Baraka
48. | Tanah Bangunan Sekolah 8.884 Kel. Balla, Kec.Baraka
49, | Tanah Bangunan Sckelah T7.995 Desa Pana, Kec. Alla
50. | Tanah Makam 4.667 Kel. Balla, Kec. 3araka
51 | Tanah Tidak Produktif 1200 Diesa Bamba Puang, Kee. Anggeraja
52. | Sawan 7800 | Kel. Icoran, Kec.Enrekang
53. | Sawah 2312 Kel. Leoran, Keo Enrekang
54. | Sawah 3125 Desa Tingka, Kec. Enrekang
55. | Sawah 1.937 Desa Banti, Kec. Baraka.
56. | Tanah Produktif 1.347 Desa Batu Kede, Kcc. Masalle
57 | Sawah 2.730 Desa Pana, Kec. Alla
58. | Tanah Produktil 1.228 Desa Pana, Kec. Alla
59. | Tanah Tidak Produktil 3.900 Desa Tungka, Kec. Enrchang
60. | Tanah Makam 3.113 Desa Bone Bone, Kec. Baraka
61. | Tanah Makam 1.223 Desa Bamba Puang. Kec imyraja
62. | Tanah Makam 20 Desa Temban, Kec. Enrekang
63 | Sawah 5.6067 Desa Kolai, Kec. Malua
64. | Sawah 3.654 Desa Bambea Puang, Kec. Anggeraja
65. | Sawah 1723 Desa Ba Kede, Kec, Masalle
66. | Tanah Produktif 8220 Kel. Leoran, Kec.Enrekang
67. | Tanah Makam 4222 Desa Rante Mario, Kec. Malua
68. | Tanah Bangunan/Pasar 4.823 Desa Temban, Kec. Enrekang
70. | Tanah Bangunan Pasar 5.220 Desa Kandenan, Kec. Baraka
71 | Tanah Tidak Produktif 4.200 Desa Rante Mario, Kec, Malua
72. | Sawah 7.800 Desa Kandenan, Kec. Baraka
73. | Sawah 2312 Desa Pana, Kec. Alla
74. | Sawah 3.125 Desa Rante Mario, Kec. Malua
75. | Sawah 4.937 Desa Kolai, Kec. Malua
76. | Tanah Produktif 1.347 Desa Curio, Kec. Curio
77 | Sawah 2.730 Desa Temban, Kec. Enrekang
78. | Tanah Produktif 1.228 Desa Curio, Kec. Curio
79. | Tanah Tidak Produktif 3.900 Desa Kaluppang. Kec. Enrekang
80. | Tanah Bangunan Pasar 3.500 Kel. Balla. Kec.Baraka
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§1. | Sawah 2.229 Kel. Balla, Kec.Baraka

82. | Tanah Bangunan Sekolah 5.443 Kel. Balla, Kec.Baraka

83 | Tanah Bangunan Sekolah 7.334 Kel. Leoran, Kec.Enrekang
84. | Sawah s | Desa Kaluppang, Kec. Enrekang
85. | Tanah ex. 93 ‘ ri

Bengkok/Pertanian
86. | Tanah ex.
Bengkok/Pertanian
Sawah
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dokumen kepemilikan sebanyak 89 Bidang.

Inventarisasi harus dilakukan dengan benar dan juga pelaporannya harus
teradministrasi dengan tepat dan lengkap untuk menyajikan informasi yang
valid dan relevan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai

barang milik daerah tersebut merupakan faktor penting dalam pengambilan

keputusan mengenai kekayaan daerah. Informasi yang tidak tepat dan tidak




lengkap bisa mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan

dengan perundang-undangan,

Selanjutnya langkah terakhir dalam proses inventarisasi adalah
mendokumentasikan atau dengan kata lain proses pembukuan, maksud dari
pembukuan disini agar semua BMD khususnya aset tanah yang berada dalam
penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam Pengelola Barang tercatat
dengan baik. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran
dan pencatatan BMD kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP), Daftar Barang




Kuasa Pengguna (DBKP). Dafiar Barang Pm_g_guna (DBP)/Daftar Barang

Kuasa Pengguna (DBKP) daftar yang memuat data barang yang dimilki oleh
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barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu
inventaris serta dalam daftar barang milik daerah. Sebelum melakukan
pencatatan barang, terlebih dahulu dilakukan penggolongan dan kodefikasi
barang/aset tetap daerah. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pembukuan dalam hal inventarisasi aset BKAD Kabupaten
Enrekang sudah terlaksana dengan baik.




Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kegiatan Inventarisasi dalam

pengelolaan aset tanah daerah helum sesuai dengan semestinya dikarnakan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Legal Audit
Menurut Siregar (2004) adalah satu lingkup kerja manajemen aset
yang berupa inventarisasi suatu penguasaan aset, sistem dan prosedur
penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas



permaslahan legal. dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan
legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset.
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apa saja yang dijalankan dalam pengelolaan aset tanah daerah di Kabupaten
Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf sub bidang Penalausahaan
yang menyatakan bahwa:

“landasan hukum yang digunakan dalam menggunakan barang milik
daerah, kita gunakan peraturan dari Pemerintah Pusat yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam peraturan tersebut dijelaskan
mengenai pejabat pengelola barang milik daerah, pejabat penatausahaan
barang milik daerah, pengguna/ kuasa pengguna barang, pengurus




barang pengelola,pengurus  barang pengguna, pengurus barang
pembantu, mulai dari ruang llngimp perencanaan kebutuhan dan

penganggaran sampai ke ganti rugi dan sanksi, siklus dalam mengelola
barang milik daerah.”(Wawanca ‘ ﬂMathﬂ'il]

llllll

q»
%
ﬂ’/ Q , > BKAD
v lp N\ »

'f?o =

Pedunm Pengelolaan Barang Mili yang
tanggal 30 Oktober 2015, "{Wawmcam AM 30 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam kegiatan pengelolaan
aset tanah di Kabupaten Enrekang mengacu pada pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah. Peraturan Daerah yang digunakan dalam mengelola aset daerah

yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
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Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jadi berdasarkan pernyataan semua
informan maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah, dan Peraturan Daerah yang digunakan yaitu Peraturan Daerah
Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2015 tenang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
Sistem dan Prosedur Mengenai Legalitas Dokumen Kcpemilikan Aset Tanah
Daerah di Kabupaten Fnrekang
Sistem dan prosedur mengenai legalitas kepemilikan terhadap aset-aset
daerah yang dimiliki merupakan suatu langkah awal untuk nendapatkan
pengakuan kepemilikan terhadap aset daerah yang dimiliki. Karena apabila
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrckang tidak memiliki dokumen. yang lengkap
dalam hal ini sertifikat tanah merupakan bukti terkuat, maka suatu saat nanti aset
tanah yang tidak memiliki kelengkapan dokumen tersebut bisa jatuh kepada
pihak lain, Seperti hasil wawancara oleh salah satu Staf sub bidang inventarisasi
aset yang menyatakan bahwa:
“Kita lakukan pengamanan pada aset tanah tersebut serta membuatkan
sertifikat, jika proses sertifikasi sudah selesai selanjutnya dilakukan
pengukuran ulang dan penentuan letak koordinat dari tanah tersebut.
Selain itu kita juga membuat tanda berupa patok milik PEMDA untuk
memperjelas batas-batas dari letak tanah tersebut. Dan juga penentuan
besarnya biaya dari aset tanah PEMDA ada pada Dinas Pendapatan
Daegrah (DISPENDA) sekarang Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA) agar aset tersebut dapat dikenakan retribusi terlebih
dahulu disiapkan legalitasnya. Hal ini berada dibawah koordinasi

Badan Pendapatan Daerah dalam menentukan besarnya biava yang
akan dipungut. Biaya vang dipungut akan distor ke kas daerah




dikarnakan sebelum dikeluarkan surat keputusan penghapusan tanah
tersebut, mercka berkewajiban membayar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.” (Wawancara 30 Maret 2021)

Pernyataan lain yang disampaikan oleh Staf Sub Bidang Pelaporan

‘dan merupakan dasar legalitas aset daerah sehingga tidak mudah berpindah
kepemilikannya.

Selanjutnya hasil wawancara Staff Sub Bidang Aset BKAD
Kabupaten Enrekang sebagai pihak pengelola barang milik daerah
menyatakan bahwa:
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“untuk memiliki sertifikat tanah itu kita melengkapi persyaratannya
terlebih dahulu, karena kalau tidak lengkap maka permohonan kita
akan ditolak oleh pihak BPN. lanjutnya apabila sertifikat tanahnya
sudah jadi maka kita akan dihubungi oleh pihak BPN.” (Wawancara
KH, 30 Maret 2021)
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Kabupaten Enrekang

Pada status kepemilikan sebuah aset tidak akan luput dari yang
namanya identifikasi permasalahan, karena akan ada banyak permasalahan
yang timbul untuk status kepemilikan aset tanah tersebut, terlebih lagi banyak

aset yang memiliki banyak ragam status penguasaan yang berbeda-beda dan
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memiliki kepentingan yang berbeda pula. Berdasarkan wawancara dengan

Sekretaris BKAD Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa:

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan disesuaikan dengan teori

menurut Siregar (2004) pengelolaan aset tanah daerah mengenai Legal audit

dapat diartikan sebagai prosedur penguasaan atau pengalihan aset dan mencari

solusi permasalahan dikatakan hampir sesuai dengan teori karna tidak

ditemukan permasalahan yang berupa sengketa tanah hanya saja proses legal
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audit yang belum sepenuhnya terselesaikan karna lantaran tidak didukung

dengan adanya bukti kepemilikan yang sah (sertifikat ).

berbagai hal seperti lokasi, jenis, merk, tipe, jumlah, ukuran kondisi dan
kelengkapan data lainnya, untuk mendukung nilai suatu aset. Berikut hasil
wawancara dengan staf sub bidang pelaporan aset menyatakan bahwa:
“proses kegiatan penilaian tanah yaitu pertama tim inventarisasi
perkim bidang pertanahan menyiapkan data aset tanah dan dokumen

perolehan, lalu menyerahkannya kepada Tim Inventarisasi Daerah.
Selanjutnya Tim Inventarisasi tersebut mengecek kelengkapan
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dokumen perolehan dan melakukan penilaian atas aset tanah tersebut.
Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Inventarisasi
akan melakukan penilaian aset dengan Biaya Perolehan. Namun
apabila dokumen tidak lengkap, maka Tim Inventarisasi akan mencari
NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas aset tanah pada tahun perolehan.
Apabila NJOPnya tidak ada, maka Tim Inventarisasi BKAD
Kabupaten Enrekang yang akan menilai, aset tanah dengan
menggunakan NJOP tanah yang lokasinya berdekatan dengan aset
tanah tersebut, pada tahwn perolehan” (Wawancara AJ, 30 Maret
202 Ly

Gambar 3
Proses Peailaian Aset Daerah khususnya Tanah di Kabuputen Enrekang

Tim Inventorisasi Tun. i.m entarisasi
Pertanahun “Tins Inventarisasi Mmaimm dokumen
menyinpkan datn aset BKAD Kabupaten perolehun dan melakukon
tanah dan dokumen Enrekang pr.-mlnfm -ﬂm asel thnah
perolihom.
Apahila dokumen perolehan tidak “Apabila dobvemen perolchan
lengkap, maka Tim inventarisasi sudah lenghap, make {in
BEAD Eabupaten Larekang Inventurisasi BEAD Kahupaten
mencarl NJCIP atas asel twoah Enrckang skan menildi 452t tanah
padn tahon Perolehan dengan binya perilehnn
i "N
Apabila NJOP tidak ada,
maoka fim inventarisasi
BKAD Kabupaten
Enrelang menggunakan
NIOP tanah vang lokasinya
berdekatan dengan aset pada
tihun perolehan.
o =

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. penilaian adalah
suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta

vang objektif dan relevan yang menggunakan metode/teknis tertentu untuk
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memperoleh nilai barang milik daerah. Seperti halnya pernyataan vang
diungkapkan oleh Staf Sub Bidang Aset bahwa:

“Proses penilaian aset tanah seperti-hibah ada daftar hibahnya, ada
bukti hibahnya nanti itu bukti hibah dibawa ke perkim dibidang
pertanahan, nanti perkim dibidang pertanahan yang urus sertifaktnya,
muncul sertifikainya di perkim dia serahkan ke kita kemudian kita
buatkan SK- penilaian tansh Yang dinilai oleh tim @presal tanah yang
sesuai dengan SK Bupati, nanti muncul SK kemudian dimasukkan
dalam Bukv Inventarisasi Barang KIB A khusus tanah.”
(Wawancara KH, 30 Maret 2021)

Dalam vangka menyusun neraca pemerintah perlu mengetahui berapa

jumlah aset duerah sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilainya
maka barang milik daerah secara periodik harus dilakukan penilaian baik oleh
pengelola barang maupun melibatkan penilai independen sehingga dapat
diketahui nilai barang milik daerah dengan tepat. Seperti pernyataan dari
Kepala Bidang Aset menyatakan bahwa:

“Selama ini penilaian aset yang sudah kami lakukan adalah
berdasarkan dari asal perolehan aset terschut, Jika perolehannya dari
pelepasan hak dari masyerakat, maka dinilai dari pembeliannya yang
kami daftarkan. Bl:gltu juga jika perolehannya dari hibah pihak ketiga,
maka kita lihat juga dari harga pembelian asal usul aset tersebut.”
{Wawancara AM, 30 Mret 2021)

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Staf Sub Bidang
Penatausahaan yang menyatakan bahwa :

“Penilaian pada aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang mengacu
pada mekanisme penilaian yang diatur dalam PMK Penilaian dan
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). BKAD
Kabupaten Enrekang menetapkan personil dan melakukan kerjasama
dengan Penilai Pemerintah yakni pihak Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan penilaian terhadap
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Aset daerah terutama terhadap tanah yang belum memiliki nilai yang
sudah tercatat tapi belum diberi nilai.”(Wawancara NI, 30 Maret 2021)

yang menyatakan sebagai berikut:

“Penilaian aset pada BKAD itu dilakukan untuk penyusunan neraca.
Yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah dan
melibatkan penilai independen. Penilaian aset itu sangat sulit karena
terdapat aset yang dinilai seperti jalan yang ada sejak jaman belanda
(aset bersejarah) yang tidak diketahui pengadaannya.” (Wawancara
HK. 30 Maret 2021)
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Jadi berdasarkan pernyataan dari seluruh informan dapat disimpulkan

bahwa masih sulitnya dilakukan penilaian aset dikarenakan ada jalan yang

lak diketahui pengadaannya akan
\ yang berlaku.
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Menurut Siregar (2004) adalah dalam kegiatan ini, aset- aset yang dikuasai
Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki
potensi atau aset yang dapat dimanfaatkan menjadi tumpuan dalam strategi
pembangunan ekonomi nasional baik dalam jangka pendek ataupun jangka

panjang.




Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 pemanfaatan adalah
pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok

PD) dalam bentuk sewa, pinjam

N

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bidang Aset menyatakan bahwa:

“Keberadaan aset tanah di Kabupaten Enrekang belum banyak
dioptimalkan untuk saat ini, tetapi seharusnya bisa, tapi ada bangunan
seperti bangunan sekolah dasar belum tercatat tanahnya tetapi
bangunannya sudah ada.”(Wawancara AB, 30 Maret 2021)

Optimalisasi dari aset tanah daerah diharapkan dapat mendukung
pencapaian visi Kabupaten Enrekang yaitu “Menjadi garda terdepan dalam



peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).” Menurut Siregar (2004) optimalisasi aset itu
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dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah. Selain itu juga sangat
penting melakukan optimalisasi pemanfaatan aset dengan baik untuk menentukan
apakah suatu aset potensial atau tidak.

Jadi berdasarkan pernyataan dari seluruh informan di atas dapat

disimpulkan bahwa Pemanfaatan aset tanah yang ada di Kabupaten Enrekang




masih belum cukup baik dikarnakan kontribusinya masih sedikit dan lagi — lagi

dikarnakan dengan permasalahan bukti kepemili

meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Aset Daerah (SIMDA). Dalam kegiatan ini, aset- aset yang dikuasai
Pemerintah Daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki
potensi atau aset yang dapat dimanfaatkan menjadi tumpuan dalam strategi
pembangunan ekonomi nasional baik dalam jangka pendek ataupun jangka

panjang.
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Melalui SIMA. transparansi kerja dalam pengelolaan aset daerah

sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan
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pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pengelolaan aset tanah di
Kabupaten Enrekang,

Pengawasan penting dilakukan untuk menilai keberhasilan suatu
proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar setiap penanganan terhadap aset

dapat termonitor dengan jelas mulai dari lingkup penanganan hingga siapa
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yang bertanggung jawab menanganinya. Berikut hasll wawancara oleh Kepala
Bidang Aset BKAD Kabupaten Enrekang yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan Barang Milik Daerah khususnya tanah dilakukan dengan
membuat Kartu Inventaris Barang (KIB). Kami mengawasi aset tanah
tersebut dengan ‘melakukan rekonsiliasi terhadap SKPD khususnya
yang menangani aset — aset tanah. Selanjutnya aset tanah yang terdapat
di SKPD-dicacokkan dengan SIMDA aset tanah yang ada pada
BKAD.” (Wawancara AM, 30 Maret 2621)

Pelaksanaan pengawasant aset tanah daerah di Kabupaten Enrekang
masih mengalauti beberapa hambatan. Seperti yang dijelaskan salah satu Staf
Sub Bidang Aset bahwa:

“Kelemahan kita saat ini adalah pengawasan, yang dimana Kita
memiliki banyak tanah, tetapi ada beberapa yang tidak diketahui
letaknya. Namun kedepannya kita akan melakukan kerjasama dengan
Dinas Pertanahan. Karna pada dasarnya BKAD hanya menerima ta.nah
yang datanya berupa sertifikat lalu kami malakukan inveniarisasi.”
(Wawancara KH, 30 Maret 2021)

Sama halnya Jengan wawancara salah satu staf Sub Ridang Pelaporan
yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Enrekang dilakukan oleh Bidang Aset selaku
Pembantu Peéngelola aset tanah dengan melaksanakan rekonsiliasi
Barang Milik Daerah rutin setiap bulan bersama dengan Pengurus aset.
Selain itu Bidang Aset juga melakukan sosialisasi kepada Pengurus
Barang dan lebih menekankan juga akan tanggung jawab dan
wewenang Kepala SKPD selaku Pengguna Barang terkait pengelolaan
aset tanah.” (Wawancara AJ, 30 Maret 2021)

Kegiatan pengawasan dan pengendalian di Kabupaten Enrekang
merujuk pada peraturan yang ada, maka dalam hal itu Pemerintah Kabupaten

Enrekang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
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2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada
peraturan tersebut dijelaskan mengenai tata cara pengelolaan barang milik
daerah termasuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian. Sebagaimana yang
telah dikemukakan oleh Sekretaris BKAD Kabupaten Enrekang yang

menyatakan bahwas

“pada proses. pengawasan dan pengendalian asel tanah di Kabupaten
Enrekang, mengacu pade Peraturar Menteri Dalam Negeri- Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah, karena pada peraturan tersebut terdapat tata cara mengenai
proses pengawasan dan pengendalian, Inspektorat melakukan
pengawasan dan pengendalian dengan cara menilai apakah pelaksaan
tugas sudah sesuai dmgnn peraturan perundancundangan dengan
memenuhi 3E prinsip yaitu Efektif, Efisien dan Ekonomis. lalu
selanjutnya kita memberikan rekomendasi pemeriksaan dan mengacu
pada SAAIPI (Standard Audit Auditor Interent Pemerintah Indonesia)
dan nantinya akan kita lakukan pembinaan terlebih dahulu.”
(Wawancara DAT, 30 Maret 2021)

Senada dengan wawancara bersama salah satu Swaf Sub Bidang
Penatausahaan yang mengatakan bahwa:
“BKAD telah melakukan pengawasan dain pengendalian barang milik
daerah dengan cara memantau menertibkan dan menginvestigasi
sesuai dengan Surat keputusan kepala daerah. Kami juga meminta
aparat pengawasan intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat untuk
melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindaklanjut kami
sebagai pembantu pengelola.” (Wawancara NI, 30 Maret 2021)
Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak
Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara
melakukan penilaian, lalu selanjutnya memberikan rekomendasi dan

pembinaan. Hasil dari pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian




selanjutnya akan diberikan kepada Walikota, untuk menentukan pemberian

sanksi dan tindakan yang atas pelanggars

Enrekang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga dengan aturan

yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari bukti telah dikeluarkannya
surat keputusan kepala daerah untuk pengawasan dan pengendalian.




permasalahan seperti sengketa tanah yang ada di Kabupaten Enrekang.

3. Pada penilaian aset, dapat dikatakan sudah baik kamna proses penilaian sudah
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang
ada. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan
lantaran adanya ada jalan yang sejak jaman belanda (aset bersejarah) yang tidak

diketahui pengadaannya akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai
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independen yang bersertifikat maka akan banyak membantu pelaksanaan
penilaian tersebut,

. Pada proses optimalisasi aset., dapat/dik

AN

peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk Pemerintah
Kabupaten Enrekang, yaitu:

1. Pada tahap perencanan, meningkatkan target dan memberikan batasan waktu
terhadap aset-aset tanah yang akan disertifikasi, karena dengan adanya target dan
waktu dalam pembuatan sertifikat tanah maka Pemerintah Kabupaten Enrekang

tidak akan membutuhkan waktu yang lama, agar seluruh aset milik Pemerintah




Kabupaten Enrekang tersebut memiliki sertifikat kepemilikan atas nama

Pemerintah Kabupaten Enrekang.

pengelolaan aset daerah.

5. Perlunya komitmen pimpinan dalam memberikan perhatian dan bersikap tegas
terhadap pengelolaan aset dengan memperbaiki struktur organisasi dengan tidak
melakukan penggantin tiap tahunnya.
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LAMPIRAN PENELITIAN

Ket: Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah ( BKAD ) Kabupaten Enrekang

S0




Ket: Wawancara dengan Sekretaris BKAD Kabupaten Enrekang
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Ket: Wawancara dengan Staf Sub Bidang Inventarisasi dan Kepala Bidang Aset
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